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ABSTRAK 

Anggaran merupakan bagian penting dalam perusahaan atau organisasi. 

Pada umumnya anggaran adalah alat pengendali. Penting dan urgennya fungsi 

anggaran sebagai perencanaan dan pengendalian perusahaan menjadikan 

penganggaran sebagai area penting bagi keberhasilan perusahaan. Anggaran 

diharapkan menjadi kerangka kerja untuk menentukan prestasi dan kinerja 

karyawan. Anggaran merupakan penentuan tujuan atau tujuan itu sendiri, dengan 

kata lain, anggaran sebagai alat pengimplemetasiakan tujuan tersebut. Anggaran 

dapat mencerminkan kesukseskan karyawan pada tugas yang diberikan kepadanya. 

Aspek perilaku dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul 

dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang mendorong ketika 

manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Anggaran dan proses anggaran 

memiliki dampak langsung dan menentukan yang mempengaruhi perilaku manusia. 

Anggaran menetapkan limit terhadap apa yang dapat dibeli dan berapa banyak yang 

dapat dibelanjakan. Anggaran merupakan alasan mengapa kinerja manajer dipantau 

secara rutin dan ukuran standar terhadap mana hasil kinerja dibandingkan.  

Maka dari itu sangat penting anggaran pada suatu kegiatan seperti 

perjalanan dinas agar terlihat berapa anggaran dan biaya ketika melaksanakan 

perjalan dinas. Termasuk salah satunya pada instansi pemerintah yaitu dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat telah dianggarkan 

setiap kegiatan dan termasuk salah satu adalah perjalanan dinas yang telah 

ditetapkan pada peraturan gubernur Sumatera Barat nomor 19 Tahun 2018. 


